
Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekn.is Daerah 
pads Dinas dan Badan di Lingltungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon, perlu mengatur Organisasi Faogsi. 
Tugas dan Tata Kerja pada Unit PeJak:sana Tekms 
Daerah. Pada Dinas Sosial.Kabupaten Cirebon; 

b, bahwa berda$arkan pertnnbangan sebagairoa{U!. 
duru;l~~ . pada huruf a, maka Organisasi Fn~. 
Tugas dan 'Fata Xerja Unit Pelaksaoa Tekms Daerah 
Pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, perltt ditetapkan 
dengan PerahmmBupali 

L Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Bak 
Asasi Manusia (Lembarao Negara Republik lndonesia 
'i'ahun 1999' Nomor 165, Tambahan Lemba:ratl. Negai;a 
Republik Indonesia.Nomor 3886); 

2. Undang-Uoilaog Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

3. Undang-Undang Nomor J.5 Tahun 2004 tentang 
Petneriksaan Pengelolaan dan Tangmmg Jawab 
Keuangan N~ ~baran N~g1;11'.a Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 

Menim.bang 

PERATURAN BUPATI C~N 
NOMOR : 40 Tahun 2018 

TENTANG 

8USUllAlr ORGAIUSASI, FOllGSI, TOGAS POKOX DO TATA KBRJA: 
UNl'I PBLAK8Al(A IEKNIS DABRAB PADA DllfAS 8081.AL 

KABUPATBII CJRRBOII 

DEN.GAN. RAHMATTUHAN YANGMAHAESA 

BUPATI CIRBBOII, 

1'0MOR40 T.All1Jll 2018, SERl D. 8 

BBRITA DAERA.11 KABUPATEB CIREBOR 

·., 

• 

• 



11. Peraruran Pemerintab Nomor 18 Tabun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuncansi Pemerintahan (Lernbaran Negara 
RepUblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembarao Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tenrang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); • 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengernis 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
I ndoncsia Nomor 31 77); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teotang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
tndoneeia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembara.n Negara Re.publik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakbir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679}; 

• 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teotang 
Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republfk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2009 Nornor l2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

---------------~-- - - 



PERATURAN BUPATI TENT ANG ORGANISASI 
FUNGSl, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSlAL 
KABUPATEN CIREBON 

MEMUTUSKAN : 

17. Peraturan. Bupati Cirebon Nornor 11 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas dan Badan di Llngkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon [Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagalmana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 18 Tahun 20t8 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas Dan Badan. Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2). 

16. Peratu:ran Bupati Cirebon Nomor 70· Tahun 2016 
tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada 
Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupate.n Cirebon 
Tahun 2016 Nornor 70, Seri D. 19); 

15. Peratutan Bu_pati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Otganisasi dan Tata. Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Cirebon [Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1.2 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, 
Seri D. 7); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan 
Pemerinta.han Konkuren Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
1,'ent,ang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi 
Cabang Dlnas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2oi1 
Nomor 451); 

Menetapkan 

• 

• 

,· 



rnenganalisis kegiatan dan 
bahan perencanaan clan 

BABll 
TOGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL 

Pasal 2 

(1) Setiap jabatan struktural pada UPTb PPKS mempunyai 
tugas umum. 

(2) Togas umum jabatan struktural dalam lingkup UPTD 
PPKS sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. memimpin clan mempertanggungjawabkan kegjatan; 
b. mcrencanakan kegiatan dan anggaran; 
c. menyusun standar teknis dan standar operasional 

prosedur; 
d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain; 
e. me-mberi l)etunjuk, mendistribuslkan tugas kepada 

pegawai; 
mengevaJuasi dan 
program seba:gai 
pengendalian; 

• 

B.AB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da\am 'Peraturan Bupati 'ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerincah Kabupaten 

Ciiebon; 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang 

selanjutnya disingkat Dinsos; 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten 

Cirebon; 
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat 

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Oinas Sosial 
Kabupateo Cirebon; 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan 
Kesejahteraan SosiaJ yang selanjutnya disingkat UPTD 
RPKS adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten 
Cirebon; 

8. Kcpala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan SosiaJ 
yang selanjutnya disebut Kepa1a UPTD adalah Kepala 
UPTD PPKS pada Dinas Sosial Kabupaten Cireben; 

9. Kepala SubbagianTata Usaha yang selanjutnya disebut 
Kasubbag TU adalaa Kepala Subbagian Tata Usaha 
pada UPTD PPKS; 

10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas ·berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pads keablian dan 
keterarnpilan, tertentu . 

• 



• 

g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, 
penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan 
kinerja pegawai; 

h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan 
kinerja pegawal; 

i. mernberikan saran, masukan dan bahan 
pertimbangan kepada pimpinan; dan 

j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan. 

BABlli 
SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DkN TUGAS POKOK 

Bagian Kesatu 
Susuoao Organisasi 

Pasal 3 
(1) Susunan Organisasi UPI'D PPKS, terdiri dari : 

a. Kepala. UPTD; 
b. Subbagian Tara Usaha; clan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT.D PPKS scbagai.mana 
dimaksud pad:a ayar (1) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Fungsi dao Tugas Pokok UPTD PPKS 

Paragraf Kesatu 
Kepala UPTD PPKS 

Pasal 4 

(1) Kepala UPI'D PPKS mempunyai fungsi: 
a. penyusunan perencanaan dan program UPTD PPKS; 
b. pelaksanaan pelayanan kescjahteraan sosial, 

perllndungan dan rehabilitasl sosial bagi penyandang 
masalah .kesejahteraan sosial (PMKS) dan eks 
psikotik [gangguan jiwa) jalanan; 

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
lJPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; 

d. pela:ksanaan evaluasi clan pelaporan kegiatan tJPTD 
Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan tugas dan Iungsinya. 

(2) Kepala UPTD PPKS adalab pimpinan UPI'D PPKS yang 
bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas melaiui 
Sekreta.rls Dinas. 

(3) Kepala UPTD PPKS mempunyai tugas pokok memimpin, 
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 
tugas, fungsi dan tata kerja UP'l'D di bidang pelayanan 
kesejahteraan sosial bagi Pengemis, gelandangan, orang 
telantar dan eks psikotik (gangguan jiwa) jalanan. 

• 



;QABV 
TATAKERJA 

Pasal 8 
(1) Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PPKS, 

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pej:apat Fungsional 
wajib rnerrerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam 
Iingkungan masing-masing maupun antara satuan 
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta 
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing, 

Pasal 7 

(l) Kelornpek Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6', terdiri dari pegawai yang mernangku 
jabatan fungsional sesuai' kelompok jabata:n Iungsional 
masing-rnasing. , . 

(2) Jenis jabatan Iufrgsional da:n jumlah pejabat, fungsional 
sebagaimarra dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai 
kebutuhan dan beban kerja, 

• 
mernpunyai tugas 
fungsi Dinas Sesial 

Kelompok .:Jabatan Fun&sional 
melaksanakan sebagian tugas Gian 
eeeuai denga:n kebutuhan. 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pa_s.al 6 

Paragraf Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 5 

[I] Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

dokurnentasi: 
b, pelaksanaan urusan ke,pegawaian;. 
c. pelaksanaan urusan keuangan; 
d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah 

tangga; dan , 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

UPTD sesuai derigan tugas dan fungsinya. 
(21 $ubbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian Tata Usaha [unsur st!µ) yang melaksanakan. 
tugas di bawah clan bertanggung jawab 1<:epada Kepala 
YPTb . 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha .mempunyai tugas. pokok 
melakukan urusan administrasi kepegawaian, k:euahgari, 
surat menyurat, kearsipan dan dokurnentasi serta 
perlengkapan dan rumah tangga, 

• 



(1) Kepala UPTD diangkar dan diberhentikan Qleb Bupati 
atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat 
administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan 
peraruran perundang-undangan. 

(2) Kepala UPTD bertaoggung jawab dalam pelaksanaan 
pembinaan..kepegawaian di lingkup UPTD. 

BAB IX 
KEPEGAWAI.AN 

Pasal 12 

Pasal 11 

(1) Dalam hat Kepala UPTD berhalangan, KepaJa lTPTD 
dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha, 

(2) Dalam bal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, 
Kepala UfTD dapat menunjuk Pejabat Fungslonal 
berdasarkan senioritas, 

• 
BAB VIII 

HAL MEWAKILl 

Pasal 10 

(1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan 
tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas. 

(2) P-engaturan mengenai laporan dan eara 
penyampaiannya berpedornan pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
PELAPORAN • 

Wilayah kerja UPTD PPKS meliputi Kecamatan 
se-Kabupaten Cirebon. 

Pasal 9 

BAB VI 
WILAYAH KERJA 

(2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, 
bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pelakeana/ 
Bawahan yang berada dalam Ungkungannya 

(3) PeJabat Fungsional pada UPTD PPKS secara teknis 
administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
dan seca.ra teknis operasional berada dibawah. 
koordlnaai dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 



Diundangkan di Sumber 
P,ada tangga:l 16 AL,'Ustus 2J13 

SEKRID.TARIS DAERAH KA:UPATEJN CIREBON' 

< ·]- 
RAHMAT SUTRISNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NO MOR 40 , SERl D.8 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATi CJREBON, 

Agar. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Penaturan Bup,tti ini denganpenempatannya 
dalam Berita Daerali Kabupaten Cirebon. 

Pasal'l4 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka 
Peraturari Bupati Cirebon Nornor 3 Tahun 2016 teritang 
Otganisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas 
Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal 14 

P.eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, 

BABXI 
KETENTUANPENUTUP 

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan surnber dana lain yang sah. 

BABX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

• 

• 

-· 



< "S>,,77' 
RAHMAT SUTR1sJ0 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 40 , SERI n.a 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal ,, £iU:stua 201.3 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN C!REBON 

ttd 

SUNJ;AYA PURWADISASTRA 

Ditetapkan di Sumber 
pada tangga.113 Agustus 2018 

BUPATI CIREBQN, 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada fanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

BAB XI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 14 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor ~ Tahun '20 I6 tentang 
Organisasi, Tugas, Fu,_ngsl Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas 
Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal 14 

Pembiayaan bersurriber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah. 

Pasal 13 

BABX 
P~MBIAYAAN 

.· 

• 

• 



Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, .lf;\latlls 2018 

SEKRE1'ARISDAERAH KA.BUPATEN CIREBON J 
<::. -,, 

RARMAT SUTRI~i • 

BERITA DAERAR K).BUPATEN CI~EBON TAHUN 2018 NOMOR 40 , SERI ».8 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Ditetapkan di Surnber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

ttd 

KEPALA UPTD 

SUBBAOlAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNOS!ONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

PERATURAN BUPATl CIReBON 
NOMOR : 40 Tahun 2018 
TANGOAL : 13 Agustus 2018 

LAMPlRAN 

• 

• 

.· 



Diundangkan di Sutnber 
pada tanggal ,, Ag,.i.atuR 20 ,a 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

< ""':"fy 

RAHMAT SUTRJ;z~ 

BE;RITA DAERAH KABUPATEN ciREBON TAHl}N 2018 NOMOR 40 , SERI Jl.8 

SUNJ:AYA PURWADISASTcRA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018_ 

BUPATI CIREBON, 

SUBBAOIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK ,,JABA'l'AN 
FUNGSIONAL 

KEPALAPPTD 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PUSA'f PELAYANAN K:ESEJAHTERAAN SOSIAL 

PERATURAN BUPATI ClREBON 
NOMOR : 40 Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 2018 

LAMPI RAN 

• 

• 

~----------------------- --- - 

.. 


